BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI BARRU,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 101
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja dapat menerima tunjangan;
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah  Daerah, Pemerintah  daerah  dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19359 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822),



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 4250j;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5135);



s

10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah{Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun



Menetapkan

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemenintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

16. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bag Pegawai Negen Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor1781);

18. Keputusan Menteri Dalam Negenn Nomor 900-4700 Tahun
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah,

19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020 Nomor §);

PERATURAN BUPATI TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.



BAEB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatini, vang dimaksud dengan:
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10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Barru.

Pemerintah Daerah adalahPemerintah Daerah Kabupaten Barru.

Bupati adalah Bupati Barru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD
adalahLembaga Perwakilan Rakvat Daerah sebagai usur penyelenggara
Pemenntah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penvelenggaraan urusan pemerintahan vang meniadi kewenangan daerah.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawail negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASNsecara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon
Pegawai ASN oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk di persiapkan
menjadi Pegawai Negen Sipil.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negaralndonesia yang memenuhi syarat tertentu,
vangdiangkat berdasarkan penanjian kerja untuk jangkawaktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya
disingkat TPP ASN adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada
PNS, CPNS dan PPPK berdasarkan penilaian tertentu.

Hari kerja adalah lima hari perpekan atau enam hari kerja perpekan bagi
perangkat daerah tertentu vang ditetapkan sebagai hari kerja.



14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Jam Kerja adalah jam kerja efektif dalam lima hari kerja atau enam hari
kerja.

Cuti adalah keadaan tidak masuk kena vang duzinkan dalam jangka
waktu tertentu.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban,
tanggung jawab. wewenang dan hak seorang pegawai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah vang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

e-Kinerja adalah aplikasi berbasis web vang digunakan untuk mengukur
kinerja pegawai berdasarkan indikator disiplin dan indikator kinerja.
Pengelola website adalah pegawai/programmer yang mengembangkan,
memelihara, mengamankan serta memastikan aplikasi e-kinerja dapat
berjalan dengan baik.

Super Admin e-Kinerja adalah pegawai vang ditunjuk mengelola data
master perhitungan TPP ASN, mengelola user name dan paswoord,
melakukan monitoring dan memverifikasi data kepegawaian vang telah
diinput oleh admin TPP Perangkat Daerah di aplikasi e-kinerja Pemerintah
Kabupaten Barru.

Data master adalah nomenklatur Perangkat Daerah dan dasar hitung
capaian TPP ASN dalam satu bulan pada satu bulan kalender.

Admin TPP Perangkat Daerah adalah Pembuat Daftar Gaji/Pengelola Data
TPP ASN yang ditunjuk sebagai pengolah data dan memproses hasil
pencapaian milai disiphin dan pencapaian nilai kinerja pada aplikasi e-
kinerja di setiap Perangkat Daerah/UPT.

User Pegawai adalah Pegawai yang melaporkan kegiatan perhari dan
menilai laporan harian vang telah dikirim bawahannyva di sistem aplikasi e-
Laporan harian adalah rincian kegiatan/pekerjaan pegawai perhari kerja
yang diinput oleh penerima TPP ASN pada aplikasi e-kinerja.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud TPP ASN adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada
Aparatur Sipil Negara vang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan
indikator penilaian yang terukur dan seragam.



Tujuan TPPASN adalah:

a. menmgkatian disiplin ASN;

b. meningkatkan motivasi ASN;

c. meningkatkan kinerja ASN; dan
d. meningkatkan kesejahteraan ASN

Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
Prinsip Pemberian TPP ASN;
Penetapan Besaran TPP ASN
Tim Pelaksanaan TPP ASN;
Pemberian TPP ASN;
Pengurangan TPP ASN,;
Penilaian TPP ASN;
TPP Bagi CPNS, PPPK dan Calon Pejabat Fungsional
. TPP ASN Yang Biberikan Tugas Tambahan;
Pencatatan Kehadiran;
Aplikasi E-Kinerja; dan
Tata Cara Perhitungan Pembayaran.
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BAB Il
PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN
Pasal 5
(1) TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya
bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah
Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah vang dihasilkan.
(2) Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai:



(1)

(2)

(3)

(1)

d. Efektil dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan
target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
kinerja yang ditetapkan;

e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus
mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN:

f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan

g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemenntah Daerah.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN TPP ASN
Bagian Kesatu
Besaran Tertinggi TPP ASN
Pasal 6
Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada besaran tertinggi TPP ASN
atau Basic TPP dengan parameter sebagai berikut:
a. Kelas Jabatan;
b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Besaran tertinggi TPP ASN atau disebut dengan Basic TPP diperoleh
dengan menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas
fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan
pemernintah daerah).
Parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah dan indeks
kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-
masing memiliki bobot vang dihitung sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 7
Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdin atas :



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh
persen); dan

b. vanabel hasil terkait penyelenggaraan pemenntahan daerah dengan
bobot 10% (sepuluh persen).

Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf

a terdin atas :

a. Opini Laporan Keuangan;

Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

Kematangan Penataan Perangkat Daerah;

Indeks Inovasi Daerah;

Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;

Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terkait penvelenggaraan pemerintahan

daerahsebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri atas :

a. Indeks pembangunan manusia; dan

b. Indeks gini rasio.
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Bagian Kedua
KriteriaBesaranTPP ASN
Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barru dapat diberikan TPP.
TPP sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah:
TPP berdasarkan Prestasi kerja;
TPP berdasarkan Beban kerja;
TPP berdasarkan kondisi kerja;
TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
TPP sebagaimana dimaksud pada avat (2} huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf d diperoleh dengan menggunakan rumus (prestasi kerja, beban
kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi) x [basic TPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 avat (2})].
TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e dibenikan Kepada Pegawai ASN sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPDJ);
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(5)

(6)

b. Penanggungjawab Pengelola Keuangan terdiri dari :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu (Kuasi);

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Bendahara Umum Daerah (BUD);

Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUDJ);

Tim Pengendali dan Pemelihara Sistem Informasi Manajemen

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah; dan
10. Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Gaji.

c. Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerahtentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan tim pembahasan Rancangan
Peraturan Bupatitentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD);

d. Tim penyelenggaran pengendali regulasi perencanaan dan keuangan
daerah;

e. Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang, Pengurus Barang

Pembantu;

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

Kelompok Kerja pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;

Dokter spesialis besar pada Rumah Sakit Umum Daerah; dan

Tenaga administrasi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris

Daerah /Ajudan Bupati, Wakil Bupati, dan Supir VIP;

dimaksud pada avat (4 )sebesar:

a. 30% (tiga puluh persen);

b. 50% (lima puluh persen) bagi ASN pada Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah;

c. 70% (tujuh puluh persen) bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf g, huruf h dan huruf i.

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (5)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran [l vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
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BABV
TIM PELAKSANAAN TPP ASN
Pasal 9

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemberian TPP ASN
dilakukan oleh Tim pelaksanaan TPP ASN.

Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada avat (1) adalah
Sekretaris Daerah selaku Ketua dan keanggotaan tim sekurang-kurangnya
terdiri dari :

(2)

a.

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait
penganggaran TPP ASN;

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
organisasi  bertugas untuk melakukan perhitungan indeks
penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-
jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi
kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;

. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku
jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;

. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang

hukum menyusun perkada TPP ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum
daerah;

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemenmtahan bidang
perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP
ASN;

Perangkat Daerah vang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP
ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerntahan bidang
teknologi informatika bertugas untuk menjalankan aplikasi e-Kinerja
membuat perhitungan dan penilaian TPP ASN terukur dan sistematis.



BAB VI
PEMBERIANTPP ASN
Pasal 10

(1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN.
(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN

Jabatan Fungsional yang telah menerima tunjangan sertifikasi.

(3) TPP ASN dapat dibayarkan apabila :

a. telah menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN ) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN);

b. telah mengembalikan aset daerah sesuai penggunaannya bagi pegawai
yang menguasai/memanfaatkan aset daerah yang tidak berhak/tidak
berwenang vang dibuktikan dengan Surat Keterangan; dan

c. telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas
penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Aparatur Fungsional dan
Tuntutan Ganti Rugi Daerah atas nilai kerugian yang harus
dikembalikan.

Pasal 11

TPP ASN tidak diberikan kepada :

a.

b.

Pegawai ASN yang tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian sasaran
kerja pegawai sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah vang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan;

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah vang diberhentikan dengan
hormat atau tidak dengan hormat;

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau
lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah:

Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar
tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun;

pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan pemerintahan:

pegawai yang menjadi pejabat negara;

pegawai yang diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non
struktural;

pegawai yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka
tindak pidana sampai dengan selesainya permasalahan hukum tersebut;



J. pegawai yang sedang tugas belajar; dan/atau
k. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah daerah.

BAB VII
PENGURANGAN TPP ASN
Pasal 12
(1) Pengurangan TPP pencapaian disiplin diberikan kepada :
a. pegawai yang tidak mengikuti apel masuk;
b. pegawai yang tidak mengikuti apel pulang;
c. pegawai vang fidak mengikuti upacara harn senin;
d. pegawai yang tidak mengikuti upacara kesadaran nasional dan
peringatan hari besar nasional;
e. pegawai yang tidak memenuhi jam kerja harian; dan/atau
[. pegawai yang tidak memenuhi hari kerja.
(2) Pengurangan TPP pencapaian kinerja diberikan kepada :
a. pegawai yang tidak memenuhi ketepatan waktu memberikan laporan
hanan;
b. pegawai yang tidak memiliki laporan harian;dan/atau
c. pegawai yang tidak melaksanakan tugas pokok sesuai uraian tugas.

Pasal 13

(1) pengurangan TPP dikecualikan bagi pegawai apabila :
a. mengikuti pendidikan dan pelatihan; atau
b. melaksanakan tugas luar.

(2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan tugas luar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan secara
administrasi. berupa :

a. surat tugas;

b. undangan rapat;

c. disposisi pimpinan; dan/atau
d. bukti lamm vang diaku.

(3) Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan atau melaksanakan
tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung memenuhi
pencapaian disiplin dan pencapaian kinerja selama hari penugasan.



BAB VI
PENILAIAN TPP ASN
Pasalld
(1) TPP ASN dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplindan pencapaian
kinerjayang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa
penilaian TPP ASN.
(2} Satu masapenilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
1 (satu) bulan hari kerja dimulai sejak tanggal 1 pada bulan yang dinilai
dan ditetapkan hasilnya paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 15
Penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) masing-
masing memiliki bobot perhitungan vaitu:
a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40% (empat puluh persen); dan
b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60% (enam puluh persen).

Pasal 16

(1) Pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 15huruf a dinilai

setiap hariberdasarkan keterpenuhan beberapa indikator, yaitu:

a. keterpenuhan apel masuk;

b. keterpenuhan apel pulang;

¢. keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;

d. keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar
nasional;

e. keterpenuhan jam kerja harian; dan

f. keterpenuhan hari kerja.

(2) Indikator pencapaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
masing-masing memiliki bobot indikator sesuai keutamaannya dan dasar
hitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin.

(3) Bobot indikator, dasar hitung, dan perhitungan keterpenuhan pencapaian
disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pada Lampiran Il
Peraturan Bupati ini.

Pasal 17
(1) Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diukur
melalui laporan harian yang dilaporkan sejak terlaksananya kegiatan oleh



(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap harioleh
atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) indikator, vaitu:

a. ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian; dan

b. kesesuaian laporan dengan uraian tugas.

Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut :

a. pelaporan tepat waktu;

b. pelaporan terlambat; dan

c. tidak ada laporan.

Kesesuaian laporan harian dengan uraian tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan;

b. melaksanakan tugas pokok;

c. melaksanakan tugas tambahan; atau

d. tidak melaksanakan tugas pokokdan/atau tugas tambahan.

Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing memiliki
nilai sesuai keutamaannya yang menjadi dasar perhitungan keterpenuhan
pencapaian kinerja.

Laporan harian di input dan dikirim melalui aplikasi e-kinerja
sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdapat pada Lampiran
IV Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TPP BAGI CPNS,PPPK DAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 18
Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNSdan PPPK dibayarkan sesuai
dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan.
Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK terhitung mulai
tanggal Surat Pernyataan MelaksanakanTugas.
TPP pegawai ASN bagi CPNS dan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2)dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai TPP
kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan
menjadi PNS.
TPP pegawai ASN bagicalon pejabat fungsional dibayarkan sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional tersebut.



BAB X
TPP BAGI ASN YANG DIBERIEAN TUGAS TAMBAHAN
Pasal 19

(1) Pelaksana Tugas (Plt.)diberikan TPP Pegawai ASN tambahan, yang
menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 {satu) bulan kalender.

(2) Ketentuan mengenai TPP Pegawai ASN tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), vaitu:

a.

pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung vang merangkap
sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima TPP Pegawai ASN tambahan,
ditambah 20% (dua puluh persen]) dani TPP Pegawai ASN dalam
Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Pit.) pada Jabatan vyang
dirangkapnya;

pejabat setingkat vang merangkap Pelaksana Tugas (Pit.) jabatan lain
menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua
puluh persen) dari TPP Pegawai ASN vang lebih rendah pada Jabatan
definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

. pejabat satu tingkat di bawah pejabat defimtif vang berhalangan tetap

atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. hanya
menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai vang
tertinggi: dan

. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai

Pelaksana Tugas (Pit.).

BAE XI
PENCATATAN EEHADIRAN
Pasal 20

(1) Pegawai masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi
daftar hadir secara elektronik (finger prinf) dan/atau perangkat lain.

(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3
(tiga) kali yaitu pada waktu masuk kerja, masuk kerja setelah jam
istirahat, dan pada waktu pulang kerja.

(3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual hanya dapat

b.

perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik,
mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; atau

pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara
elektronik.



(4)

(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

(4)

a.

Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistemn pencatatan
kehadiran secara elektronikmengalami kerusakan fungsi sebagaimana
dimaksud ayat (3) huruf a digunakan paling lama | (satu} bulan.

Pasal 21
Pencatatan Kehadiran untuk mengukur Apel atau Upacara pada hari kerja
dilakukan secara manual.
Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2
(dua) kali vaitu pada apel pagl atau upacara di hari kerja dan pada saat
apel pulang.

Pasal 22
Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Rumah Sakit Umum
Daerah diatur tersendirni oleh Direkiur Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai pada UPT. Dinas
Kesehatan Puskesmas rawat inap diatur tersendiri oleh Kepala UPT. Dinas
Kesehatan Puskesmas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Pencatatan atau pengisian daftar hadir Pegawai Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran diatur tersendini oleh Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku.
Pencatatan atau pengisian daftar hadir bagi Pegawai pada Satuan
PendidikanLingkup Dinas Pendidikan diatur tersendini oleh Kepala Dinas
Pendidikan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
APLIKASI E-KINERJA
Pasal 23
Pengguna aplikasi e-kinerja terdiri atas :
pengelola website;
. super admin;

b
c.
d

admin TPP Perangkat Daerah; dan

. user pegawai.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 24

Pengelola website sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 23huruf a

memuhia tugas, antara jam :

a. merancang dan mengupdate aplikasi e-kinerja;

h.memeﬁhmdanmerﬂwatapﬁkasie-idnﬂjayangmeﬁpuﬁpeﬁnikan
dan penvesuaian alur aplikasi;

¢. memastikan data yang masuk disistem tidak tertunda: dan

d. memastikan aplikasi berjalan dan berfungsi dengan baik.

Super admin e-kinerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b

memhiki tugas, antara lam :

a. mengelola data master perhitungan TPP ASN:

b. mengelola dan menginput username dan password admin TPP
Perangkat Daerah /UPT;

¢. memonitoring, memverifikasi data kepegawaian dan nilai TPP maksimal
ASN yang telah diinput admin TPP Perangkat Daerah di sistem aplikasi
e-kinernja;

d. melayani konsultas: TPP ASN dan aphkasi e-kineja; dan

e. melakukan koordinasi dengan Pengelola website/ programmer.

Admin TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf ¢ memiliki tugas, antara lain -

a. melakukan konsultasi dengan Admin Kabupaten bila mana ada
masalah atau kendala dalam proses TPP ASN dan aplikasi e-kinerja;

hmengeloladanmmginputdatapegewaiyangaﬂapada&mngkat
Daerah /UPTnva di aplikas: e-kinerja;

c. menginput data kehadiran pegawai berdasarkan print out pinger frint.
apelmnuk.apelpulang,dankehadiranupamdiapﬁkaaic-kmmja;

d. melakukan komunikasi mengenai kehadiran pegawai;

€. memproses capaian indikator disiplin dan indikator kinerja pada
aplikasi e-kinerja;

f. melakukan pengecekan proses penilaian berdasarkan indikator TPP
ASN; dan

g menginventarisir dan mengarsipkanbukti pendukung pencapaian

User pegawaisebagaimana dimaksud dalamPasal 23 huruf d memiliki

tugas, antara lain :

a. menginput uraian, waktu dan output laporan harian di aplikasi e-



b. menilai dan menyetujui laporan harian yang dikirim oleh pegawai yang
dinilai; dan

c. melakukan konsultasi dengan admin TPP Perangkat Daerah bilamana
ada masalah atau kendala dalam menggunakan aplikasi e-kinerja.

BAB X1Inl
TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAYARAN
Pasal 25
(1) TPP dibayarkan setiap bulan secara langsung melalui bank yang ditunjuk.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
penetapan hasil perhitungan TPP.
(3) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan
kewajiban membayar pajak penghasilan dan dapat dilakukan pemotongan
zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
(1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barru.
(2) TPP dibayarkan padabulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja
dengan melampirkan daftar TPPPerangkat Daerah.

Pasal 27

Pembayaran TPP ASN dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. admin TPP Perangkat Dacrah melakukan proses dan pencetakan daftar
TPP ASN pada aplikasi e-kinerja paling lambal tanggal 5 {lima) pada bulan
berikutnya;

b. daftar TPP yang telah dicetak diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan
Keuangan,

c. paling lama 2 (dua) hari kerja setelah daftar TPP ASN dicetak dan
diverifikasi, daftar TPP disampaikan kepada Kepala Perangkat
Daerahuntuk ditanda tangani;

d. surat pengantar permintaan pencairan dan daftar TPP Perangkat
Daerahyang telah ditandatangani kepala Perangkat Daerah dengan
melampirkan daftar rekening tabungan pegawai, disampaikan oleh admin
TPP Perangkat Daerah kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD);

e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD] selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerbitkan Surat Penyediaan Dana



(SPD) atas permintaan Bendahara Pengeluaran, kemudian menerbitkan
Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) sesuai nilan total daftar TPP Perangkat Daerah; dan

f. Bendahara Pengeluaran membayarkan TPP kepada masing-masing
Perangkat Daerah sesuai dengan daftar TPP yang disetorkan sebelumnya
melalui admin TPP Perangkat Daerah.

Pasal 28
Pengelolaan dan perhitungan nilai TPP ASN dilakukan dengan menggunakan
sistem aplikasi e-kinerja dan manual absensi apel/upacara dengan melalui
proses internal olehadmin TPP Perangkat Daerahpada Setiap Perangkat
Daerah /UPT.

Pasal 29
(1) Dalam hal percepatan pembavaran TPP dapat dilakukan pada waktu
tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati
(2) TPP pada bulan Desember dibayar paling lambat tanggal 27 Desember.
(3) Masa penilaian pada bulan Desember hanya sampai tanggal 20 Desember.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barru
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Berita Daerah Kabupaten Barru Nomor 1) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 31
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

| P ————— A — ———————

PaRAF KOORDINASI

.

pada tanggal W April 2027
‘\ TI BARRU, 5./,_

—

b
GURTefmule 6o }7
Kapib- O{at i

Civtehits tangygal

b —_—

{au 1 SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 1{ Aprl 2o0nL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

USTAN

BERITA RAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 28
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARRU.
NOMOR 218 TAHUN 2022

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

BOBOT INDIKATOR, DASAR HITUNG DAN
PERHITUNGAN KETERPENUHAN PENCAPAIAN DISIPLIN

A. UMUM

TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian

kinerja yvang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa

penilaian TPP.

Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan yaitu :

. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen),

dan
pencapaian Kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).

Pencapaian disiplin dinilai setiap hari berdasarkan keterpenuhan 6

(enam) indikator, yaitu:

i

2
3.
4

&

keterpenuhan apel masuk;

keterpenuhan apel pulang;

keterpenuhan upacara penaikan bendera hari Senin;

keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar
nasional,

keterpenuhan jam kerja harian; dan

keterpenuhan hari kerja.

Keenam indikator pencapaian disiplin diberi nilai pembobotan sesuai

keutamaannya dalam pencapaian disiplin, dengan penetapan bobot

indikator sebagai berikut:

4.

b
c.
d

™o

apel masuk, bobot 15 % (lima belas persen);
apel pulang, bobot 15 % (lima belas persen);
upacara penaikan bendera hari senin, bobot 10 % (sepuluh persen);

. upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional,

bobot 5 % (lima persen);
jam kerja harian, bobot 30 % (tiga piluh persen); dan
hari kerja bobot 25 % (dua piluh lima persen).



Dasar hitung keterpenuhan 6 (enam) indikator pencapaian disiplin
ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan vang
disesuaikan dengan han kerja dan kondisi eksisting setiap bulan kalender
berjalan.

Dasar hitung dan alat bukti keterpenuhan pencapaian disiphin, yaitu :
a. dasar hitung apel masuk adalah sesuai jumlah han keria pada setiap

bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel masuk;

b. dasar hitung apel pulang adalah sesuai jumlah hari kerja pada setiap
bulan kalender berjalan dibuktikan dengan absen apel pulang;

¢. dasar hitung upacara penaikan bendera han semin adalah sesuai
jumlah upacara hari senin vang diselenggarakan pada setiap bulan
kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;

d. dasar hitung upacara kesadaran nasional dan peringatan han besar
nasional adalah sesuai jumlah upacara kesadaran nasional dan
peringatan hari besar nasional yang diselenggarakan pada setiap
bulan kalender berjalan dibuktikan dengan daftar hadir upacara;

e. dasar hitung jam kerja hanan adalah sebanvak 7 (tuju} jam 30 (tiga
puluh) menit per hari kerja dikalikan dengan jumlah hari kerja pada
setiap bulan kalender berjalan, dibuktikan dengan perhitungan waktu
pada print out hasil check clock/wakiu absensi tertulis; dan

f. dasar hitung keterpenuhan hari kerja adalah sesuai jumlah han kena
pada setiap bulan kalender berjalan dibuktikan dengan kehadiran
pada print out hasil check clock/absensi tertulis.

PENCAPAIN DIDIPLIN

Teknis pengiputan perhitungan keterpenuhan pencapaian disiplin

pada aplikasi e-kinerja, vaitu:
1. Apel Masuk.

Keterpenuhan apel masuk meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap
pelaksanaan kegiatan apel masuk pada pagi han di setiap hari kerja
kecual pada saat dilaksanakannya upacara bendera setiap han senin,
upacara peringatan hari besar nasional, atau upacara peringatan lainnya
yvang diatur pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Barru.

Keterpenuhan apel masuk pencapaiannva dihitung setiap bulan
sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel vang diikuti oleh setiap pegawai



dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel yang diselenggarakan oleh

pemerintah Kabupaten Barru pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan apel masuk kerja vang
diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai
pembayvaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai vang dinilai.

Ketentuan teknis keterpenuhan apel masuk diatur sebagai berikut:

a. Dianggap mengikuti/menghadiri apel masuk apabila pegawai hadir
secara fisik pada saat pelaksanaan apel masuk dibuktikan dengan
tanda tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel masuk;

b. Pegawa: vang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, izin,
dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel masuk;

c. Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel
masuk vang didukung dan dibuktikan dengan surat tugas:

d. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau
diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30
dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri
apel masuk;

e. Ketentuan keterpenuhan apel masuk menyesuaikan dengan ketentuan
kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja menvatakan
tidak dilaksanakan apel masuk selama bulan ramadhan maka
keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja
pada bulan Ramadhan.

f. Ketentuan keterpenuhan apel masuk menyesuaikan dengan ketentuan
kerja selama penanganan penyebaran covid-19. Apabila ketentuan
kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel masuk selama penanganan
penyebaran covid-19 maka keterpenuhan apel masuk tetap dianggap
terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penvebaran covid-19;

Rumus hitung capain apel masuk :

a. | Nilai Harian TPP ' BAM X TPP DM/ 100/ TAM1B

Apel Masuk l

b. | Capaian Nilai | C5AM1H/ TAM1H X Nilai TPP Harian Apel Masuk

Harian Tpp Apel |

Masuk |

C. | Capaian Nilai Akumalasi Capaian Nilai Harian TPP Apel Masuk
Bulanan TPP Apel dalam satu bulan kalender

Masuk !

Keterangan :

1. BAM = Bobot Apel Masuk (15%)

2. TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai TPP Maksimal X Bobot




Disipiin 40%)

3. TAMIB = Target Apel Masuk 1 Bulan Kalender
4. CAM1H = Capain Kehadiran Apel Masuk Dalam Satu Hari
5. TAM1H = Target Apel Masuk 1 Han

Contoh Perhitungan Capaian TPP indikator Apel Masuk :

BULAN - JANUARI 2021
NAMA - AAA
NiP : 197 1000000000000
JABATAN : Analisis Kinerja
KELAS JABATAN -7
TPP MAKSIMAL : 1.000.000
| i APEL MASUK
CAPAIAN

No | HAR |TGL| TARGET | TARGET | CAPAIAN | __ ;:: s NILAI

BULANAN | HARIAN | HAIAN (40%) r {E’,?" fummu ; 4 m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Senin | 4 0 0 0 0 0 0 0
2 |Selasa | 5 16 1 0 15 | Rp400.000 | Rp.3.750 | Rp. 0
3 |Rabu | & 16 1 0 15 | RpA00.000 | Rp.3.750 |Rp. O |
4 |Kamis | 7 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
5 |Jum'at | 8 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
6 |Senin | 11 0 0 0 0 0 0 0
7 | Selasa | 12 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
8 |Rabu | 13 16 1 1 15 | RpA400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
9 | Kamis | 14 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
10 | Jum'at | 15 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
11 |Senin | 18 0 0 0 0 0 D 0
12 | Selasa | 19 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
13 [Rabu | 20 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
14 | Kamis | 21 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
15 | Jum'at | 22 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
16 | Senin | 25 0 0 0 0 0 0 0
17 | Selasa | 26 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
18 | Rabu | 27 16 1 1 15 | Rp.A00.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
19 | Kamis | 28 16 1 1 15 | Rp.400.000 @ Rp.3.750 | Rp.3.750
20 | Jum'at | 29 16 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.750 | Rp.3.750
JUMLAH 16 12 R Ro.c0.000 | Rp.52.500
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR APEL MASUK Rp.52.500

Keterangan :

1. Hari selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor

2. Hari Rabu tanggal 6 Januari contoh terlambat masuk kantor
3. Hari senin tanggal 4, 11 dan 25 upacara hari senin (tidak apel masuk)
4. Hari Senin tanggal 18 upacara hari kesadaran nasional (Tangal 17 hari
Minggu)
2. Apel Pulang
Keterpenuhan apel pulang meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap
pelaksanaan kegiatan apel pulang yvang diatur pelaksanaannyva oleh

pemerintah Kabupaten Barru.




Keterpenuhan apel pulang pencapaiannya dihitung setiap bulan

sesual dengan jumlah pelaksanaan apel pulang yvang diikuti oleh setiap
pegawai dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan apel pulang pada
bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan apel pulang yang diikuti oleh setiap

pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai pembavaran TPP

berdasarkan pencapaian disiplin pegawai vang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan apel pulang diatur sebagai

berikut:

a.

hanggap mengikuti/menghadin apel pulang apabila pegawai hadir
secara fisik pada saat pelaksanaan apel pulang yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda
tangan pegawai yang dinilai pada daftar absensi apel pulang
dimaksud;

Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin,
cuti dianggap tidak mengikuti/menghadiri apel pulang;

Pegawai yang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri apel
pulang yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang
diakui;

Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau
diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 16.00
dan/atau sesudahnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri
apel pulang;

Pegawai vang bertugas mengantar surat dalam wilayah 1bu kota
kabupaten (tanpa surat tugas) vang pelaksanaannya sampai dengan
jam 16.00 atau sesudahnya dianggap mengikuti/menghadiri apel
pulang;

Ketentuan keterpenuhan apel pulang menyesuaikan dengan
ketentuan kerja selama bulan ramadhan. Apabila ketentuan kerja
menyatakan tidak dilaksanakan apel pulang selama bulan Ramadhan
maka keterpenuhan apel pulang tetap dianggap terpenuhi selama han
kerja pada bulan Ramadhan;

Ketentuan keterpenuhan apel pulang menyesuaikan dengan
ketentuan kerja selama penanganan penyebaran covid-19. Apabila
ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan apel pulang selama
penanganan penyebaran covid-19 maka keterpenuhan apel pulang



tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan

penyebaran covid-19;

Rumus hitung capain apel pulang :

a. | Nilai Harian TPP BAP X TPP DM/100/ THK1B
Apel Pulang

b. | Capaian Nilai CKAP1H / TAMI1H X Nilai Harian TPP Apel Pulang
Harian TPP Apel

___| Pulang . o

C. | Capaian Nilai Capaian Nilai Harian TPP Apel Pulang X Capaian
Bulanan TPP Apel Keadiran Apel Pulang Dalam | Bulan
Pulang

Keterangan :

1. BAP = Bobot Apel Pulang (15%)

2. TPP DM = Nilai Tpp Disiplin Maksimal (Nilai Tpp Maksimal X Bobot

Disiplin 40%)

3. THK1B = Target Hari Kerja 1 Bulan Kalender

4. CKAP1H= Capaian Kehdiran Apel Pulang Dalam Satu Hari

5. TAP1H = Target Apel Pulang Dalam 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP indikator Apel Pulang -

BULAN : JANUAR) 2021
NAMA - AAA
NiP + 197 LAOOOCCCACOAK
JABATAN : Analisis Kinerja
KELAS JABATAN .7
TPP MAKSIMAL : 1.000.000
| APEL PULANG r
CAPAIAN
No | HARI |TeL | TARGET | rarGeT | capaian TPV A e NILAI
HARI HARIAN HAIAN BOBOT DISIPLIN HARIAN HARIAN
KERIA {40%) | (6*7/100/4) (6/5*8)
1 F3 3 4 5 & 7 8 | 9 10
1 |Senin | 4 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3000 | Rp.3.000
2 |Selasa | S 20 1 0 15 | Rp.A000O0 | Rp.3000 | Rp. O
3 [Rabu | 6 20 1 0 15 | Rp400.000 . Rp.3.000 | Rp. O
4 | Kamis | 7 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
5 | Jumat | 8 20 1 1 15 | Rp.400.000 . Rp.3.000 | Rp.3.000
6 [Senin | 11 | 20 1 ] 1 15 | Rp.400000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
7 |Selasa | 12 20 1 | 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000 |
8 |Rabu | 13 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
9 | Kamis | 14 20 1 1 15 Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
10 | Jum'at | 15 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
(11 [Senin | 18 | 20 1 1 1S | RpA00.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
12 | Selasa 19 20 i i 15 Rp.400.000 Rp. 3.000 Rp. 3.000
13 |Rabu |20 | 20 | 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
14 | Kamis | 21 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
15 | Jum'at | 22 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
16 | Senin | 25 20 i i 15 | Rp.AGO.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
17 | Selasa | 26 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
18 | Rabu | 27 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
19 | Kamis | 28 | 20 1 1 15 | Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000




(20 [umat [ 29 [ 20 1 1 | 15 [Rp.400.000 | Rp.3.000 | Rp.3.000
JUMLAH 20 18 Rp.60.000 | Rp.54.000
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR APEL PULANG Rp.54.000

Keterangan :
1. Han Selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor

2. Hari Rabu tanggal 6 Januari contoch pulang kantor sebelum jam 16:00

3. Upacara Penaikan Bendera Hari Senin

Keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin meliputi
keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan kegiatan upacara
penaikan bendera han senin vang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah
Kabupaten Barru.

Keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin pencapaiannya
dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah pelaksanaan apel pulang
yvang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah
pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin pada bulan berjalan.

Hasil perhitungan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin
yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan
nilai pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin pegawai yang

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan upacara penaikan bendera
hari senin diatur sebagai berikut:

a. Dianggap mengikuti/menghadiri upacara penaikan bendera hari senin
apabila pegawai hadir secara fisik pada saat pelaksanaan upacara
penaikan bendera hari senin vang diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang
dinilai pada daftar absensi upacara penaikan bendera har senin
dimaksud;

b. Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin,
cuti dianggap tidak mengikuti /menghadiri upacara penaikan bendera
hari senin;

c. Pegawai yvang sedang tugas luar dianggap mengikuti/menghadiri
upacara penaikan bendera hari senin vang dibuktikan dengan surat
tugas atau bukti lain yang diakui;

d. Pegawai yang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau
diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30
dan/atau sebeilumnya pada han kerja dianggap mengikuti/menghadiri
upacara penaikan bendera hari senin;



€.

Ketentuan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin
menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama bulan ramadhan.
Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak dilaksanakan upacara
penaikan bendera hari senin selama bulan ramadhan maka
keterpenuhan apel masuk tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja
pada bulan Ramadhan.

Ketentuan keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin
menyesuaikan dengan ketentuan Kkerja selama penanganan
penyebaran covid-19. Apabila ketentuan kerja menyatakan tidak
dilaksanakan upacara penaikan bendera han semin selama
penanganan penyebaran covid-19 maka keterpenuhan upacara
penaikan bendera hari senin tetap dianggap terpenuhi selama hari
kerja pada penanganan penvebaran covid-19;

Rumus hitung capain upacara penaikan bendera hari senin:

a.

Nilai Harian TPP BUHS X TPP DM/100/ TUHSIB
Upacara Penaikan
Bendera Hari Senin

Capaian Nilai Harian | CUHSIH / TUHSIH X Nilai Hanan TPP Upacara
Tpp Apel Pulan Penaikan Bendera Hari Senin

Upacara Penaikan
Bendera Hari Senin

Capaian Nilai Bulanan | Capaian Nilai Harian TPP Upacara Penaikan
Tpp Upacara Penaikan | Bendera Hari Senin X Jumlah Kehadiran
Bendera Hari Senin Upacara Penaikan Bendera Hari Senin Dalam 1
Bulan

Keterangan :

1.
s

3.
4.

5.

BUHS = Bobwt Upacara Penaikan Bendera Hari Senin (10%)

TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai Tpp Maksimal X
Bobot Disiplin 40%)

TUHS1b = Target Upacara Penaikan Bendera Hari Senin 1 Bulan

Kalender

CUHSIH = Capaian Kehdiran Upacara Penaikan Bendera Hari
Senin Dalam Satu Hari

TUHSI1H = Target Upacara Penaikan Bendera Hari Senin Dalam

1 Hari



Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Upacara Bendera Hari Senin :

BULAN : JANUARI 2021
NAMA : AAA
NIP 2 197 000NN
JABATAN : Analisis Kinerja
KELAS JABATAN :7
TPP MAKSIMAL - 1.000.000
_ UPACARA EENDERA PENAIKAN BENDERA HARI SENIN
CAPAIAN
No | HARI | TGL | TARGET | TARGET | CAPAIAN BOBOT m I'i.:.i':lll NILAI
BULANAN | HARIAN HAIAN HARIAN
(a0%) (6*7/100/4) (6/5%8)
1 2 3 4 5 [ 7 B L) 10
1 [Senin | 4 3 1 1 10 | RP.400.000 | Rp.13.333 | Rp.13.333
2 | Selasa s
3 [Rabu | 6 N
4 | Kamis | 7
5 (Jum'at | 8
6 | Senin 11 3 1 (1] 10 RP. 400.000 Rp. 13.333 Rp. (1]
7 |Selasa | 12
8 |Rabu | 13 N
9 | Kamis 14
10 | Jum'at | 15
11 | Senin 18
12 | Selasa | 19 !
| 13 |[Rabu | 20 [
14 | Kamis | 21
| 15 [ Jum'at | 22
16 | Senin | 25 3 1 1 10 RP.400.000 | Rp.13.333 | Rp.13.333
17 | Selasa | 26
38 |Rabu | 27
19 | Kamis | 28 i
20 | Jum'at | 29 ‘
JUMLAH 3 2 Rp.40.000 Rp.26.667
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR UPACARA PENAIKAN BEBDERA HARI SENIN Rp.26.667 [

Keterangan :

* Hari senin tanggal 11 Januari contoh tidak mengikuti upacara penaikan
bendera hari senin.

4. Upacara Kesadaran Nasional Dan Peringatan Hari Besar Nasional
Keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar
nasional meliputi keikutsertaan pegawai pada setiap pelaksanaan
kegiatan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional
vang diatur pelaksanaannya oleh pemerintah Kabupaten Barru.
Keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari hesar

nasional pencapaiannya dihitung setiap bulan sesuai dengan jumlah
pelaksanaan apel pulang yang diikuti oleh setiap pegawai dibandingkan
dengan jumlah pelaksanaan upacara penaikan bendera hari senin pada
bulan berjalan.



Hasil perhitungan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan

peringatan hari besar nasional yang diikuti oleh setiap pegawai menjadi
dasar perhitungan penetapan nilai pembayaran TPP berdasarkan
pencapaian disiplin pegawai yang dinilai.

Ketentuan teknis pengisian keterpenuhan upacara kesadaran nasional

dan peringatan hari besar nasional diatur sebagai berikut:

a.

Dianggap mengikuti/menghadiri upacara kesadaran nasional dan
peringatan hari besar nasional apabila pegawai hadir secara fisik
pada saat pelaksanaan upacara kesadaran nasional dan peringatan
han besar nasional yang diselenggarakan oleh Pemenntah Kabupaten
Barru dan dibuktikan dengan tanda tangan pegawai yang dinilai pada
daftar absensi upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar
nasional dimaksud;

Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, izin,
cuti dianggap ftidak mengikuti/menghadiri upacara kesadaran
nasional dan peringatan hari besar nasional;

Pegawa: yang sedang tugas |uar dianggap mengikuti/menghadin
upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional yang
dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang diakui;

. Pegawai vang mengikuti/memenuhi undangan/kegiatan dan/atau

diundang oleh pimpinan yang pelaksanaannya dimulai jam 07.30
dan/atau sebelumnya pada hari kerja dianggap mengikuti/menghadiri
upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar nasional;
Ketentuan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan
hari besar nasional menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama
dilaksanakan upacara kesadaran nasional dan peringatan hari besar
nasional selama bulan ramadhan maka keterpenuhan apel masuk
tetap dianggap terpenuhi selama hari kerja pada bulan Ramadhan.
Ketentuan keterpenuhan upacara kesadaran nasional dan peringatan
han besar nasional menyesuaikan dengan ketentuan kerja selama
penanganan penyebaran covid-19. Apabila ketentuan kerja
menyatakan tidak dilaksanakan upacara kesadaran nasional dan
peringatan hari besar nasional selama penanganan penvebaran covid-
19 maka keterpenuhan upacara penaikan bendera hari senin tetap



dianggap terpenuhi selama hari kerja pada penanganan penyebaran
covid-19;

Rumus hitung capain upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari
Besar Nasional:

a.

Nilai Harian TPP
Upacara Kesadaran
Nasional dan
Peringatan Han
Besar Nasional

| BUKB X TPP DM/ 100/ TUKBIB

Capaian Nilai Harian
TPP Upacara
Kesadaran Nasional
dan Peringatan Hari
Besar Nasional

CUKBIH / TUKB1H X Nilai Harian TPP
Upacara Kesadaran Nasional dan
Peringatan Hari Besar Nasional

l

Capaian Nilai Bulanan
TPP Upacara
Kesadaran Nasional
dan Peringatan Hari
Besar Nasional

Capaian Nilai Harian TPP Upacara Kesadaran
Nasional dan Peringatan Han Besar
Nasional Harian X Jumlah Kehadiran Upacara
Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari
Besar Nasional Dalam 1 Bulan

Keterangan :

1. BUKB

Besar Nasional (5%)
2. TPP DM = Nilai TPP Disiplin Maksimai (Nilai TPP Maksimal X Bobot Disiplin

40%)

= Bobot Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari

3. TUKBIB = Target Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari
Besar Nasional 1| Bulan Kalender
4. CUKSIH = Capaian Kehadiran Upacara Kesadaran Nasional dan
Peringatan Hari Besar Nasional dalam 1 Hari
5. TUKBIH = Target Target Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan
Hari Besar Nasional Dalam 1 Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP indikator Upacara Kesadaran Nasional dan Peringatan Hari Besar

Masinal : :
BULAN : JANUARI 2021
MNAMA : AAS
NIP : 197 1D0000000000XXX
JABATAN : Analisis Kinerja
KELAS JABATAN -7
TPP MAKSIMAL : 1.000.000
UPACARA KESADARAN NASIONAL DAN PERINGATAN HARI BESAR
1 |
CAPAIAN
No | HARI |TGL| [.RGET | TARGET | CAPAIAN | m“"‘: LA NILAI
BULANAN | HARIAN | HAIAN | BOBOT "l's'm'“j {s’?lmfm; g | HARIAN
| (6/5%8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Senin | 4 |
2 |Selasa | 5
| 3 [Rabu | &
4 | Kamis | 7 —f
5 |Jum'at | 8




6 | Senin | 11 {

7 | Selasa | 12

8 | Rabu 13

9 | Kamis | 14

10 | Jum'at | 15

i1 | Senin | 18 1 | 1 i 10 RP.20.000 | RP.20.000 | RP.20.000
12 | Selasa | 19 ?

13 |Rabu | 20

14 | Kamis | 21

15 | Jum'at | 22

16 | Senin | 25 |

17 | Selasa | 26 [ [

18 |Rabu | 27 ! |

19 | Kamis | 28 |
| 20 |Jum'at | 29 | _ ) I

UMLAH | 1 1 N =520.000 | Rp.20.000
CAPAIAN NILAI BULANAN TPP INDIKATOR UPACARA PENAIKAN BEBDERA HAR!I SENIN | Rp.20.000
5. Jam Kerja

Keterpenuhan jam kerja pegawai kaitannya dengan TPP berdasarkan
pencapaian disiplin meliputi jam kerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yaitu 37 jam 30 menit perpekan atau 7 jam 30
menit perhari dibuktikan dengan perhitungan waktu pada print out hasil
check clock atau waktu absensi tertulis.

Keterpenuhan jam kerja pencapaiannya dihitung setiap hari dan
diakumulasi perbulan sesuai dengan jumlah jam kerja yang dihadiri oleh
setiap pegawai dibandingkan dengan jumlah jam kerja pada bulan
berjalan vang diselenggarakan pada Pemerintah Kabupaten Barru.

Hasil perhitungan pencapaian keterpenuhan jam keria vang dihadiri
oleh setiap pegawai menjadi dasar perhitungan penetapan nilai
pembayaran TPP berdasarkan pencapaian disiplin bagi pegawai yang

Ketentuan teknis yang terkait dengan keterpenuhan jam kerja diatur
sebagai berikut:

a. Dianggap memenuhi jam kerja apabila pegawai melakukan check
clock pada absensi elekironik atau mengisi dafizo jam masuk pada
absensi tertulis pada setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan jam
kerja yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Barru;

b. Dibuktikan dengan hasil check clock pegawai vang bersangkutan
pada mesin absensi pada saat masuk, setelah jam istirahat dan
pulang kerja;




Pegawai yang alpa/tidak masuk kantor tanpa keterangan, sakit, cuti
dianggap tidak memenuhi jam kerja;

Pegawai yang sedang tugas luar dianggap memenuhi jam kena
apabila didukung dan dibuktikan dengan surat tugas atau bukt lain
vang diakui;

Ketentuan keterpenuhan jam keria menyesuaikan dengan ketentuan
kerja selama bulan Ramadhan;

Rumus hitung capain lam Kerja :

NILAI TPP JAM KERIA | BIK X TPP DM/100/ THK1B
HARIAN

b.

CAPAIAN NILAI TPP [ CIK1H / TIM1H X NiLAI TPP JAM KERJA HARIAN
JAM KERIA HARIAN

C.

CAPAIAN NILAI TPP | CAPAIAN NILAI TPP JAM KERIA HARIAN X JUMLAH

PERBULAN EKEHA[HRAHAFELMASUKDN.AHI

Keterangan :

bl o

BIK = Bobot Jam Kerja (30%)

TPPDM = Nilai TPP Disiplin Maksimal (Nilai TPP Maksimal X Bobot Disiplin 40%)
TIKIB = Target Jam Kerja Dalam 1 Bulan Kalender

COKiH  =Capaian Jam Kerja Dalam Satu Hari

TIKIH  =Target Jam Kerja Dalam Satu Hari
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5

. THK1B

CKAP1H

. TAP1H

= Target Jam Kerja Dalam 1 Bulan Kalender

= Capaian Jam Kerja Dalam Satu Hari

=Target Jam Kerja Dalam Saty Hari

Contoh Perhitungan Capaian TPP Indikator Hari Kerja :

BULAN  SANUAR! 2021
NAMA < AAA
NIP - 197 1X000000000000
JABATAN : Analisis Kinerja
KELAS JABATAN -7
TPP MAKSIMAL - 1.000.000
HARI KERJTA
CAPAIAN
No | HARI | T6L “H“:fr TARGET wmim m m NILAI
HARIAN HAIAN HARIAN
KERIA (40%) (7*8/100/4) (6/ 5*8)
1| 2z | 3 4 5 3 7 |8 s 10
1 Senin 4 20 1 1 25 Rp.400.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000
2 |Selasa | 5 | 20 1 | o 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp. O
3 [Robu | 6 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
a |Kams | 7 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
S (Jumat | & | 20 1 1 25 | Rp400000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
6 |Senin | 11 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
7 Selasa 12 20 1 1 25 Rp.400.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000
8 |Rabu | 13 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
9 |Kamis | 14 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
10 | Jum'at | 15 | 20 i i 35 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
11 [Senin | 18 | 20 1 1 25 | Rp400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
12 |Selasa | 19 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5000 | Rp.5.000
13 |Rabu | 20 | 20 1 1 25 | Rp.A00.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
14 | Kamis | 21 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
15 |jumat | 22 | 20 | 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
16 | Senin | 25 | 20 1 | 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000 |
17 | Selasa | 26 | 20 1 1 25 | RpACO.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
18 [Rsbu | 27 | 20 1 1 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
19 | Kamis | 28 | 20 1 1 25 | Rp.400,000 | Rp.5000 | Rp.5.000
20 |Jum'at | 20 | 20 1 1_ 25 | Rp.400.000 | Rp.5.000 | Rp.5.000
JUMLAH 20 — Rp.100.000 | Rp.95.000
mmmmmmmmmm Rp.95.000

Keterangan :
* Hari selasa tanggal 5 Januari tidak masuk kantor.




Contoh Rekapitulasi Capaian TPP indikator Disiplin -

BULAN : JANUARI 2021
NAMA : AAK
Nip = 197 1000000000000
JABATAN : Analisis Kinerja
MELAS JABATAN :7
TPP MAKSIMAL : Rp. 1.000.000 (CAPAIAN / TARGET X JUMLAH
TPP DISIPLIN {40%) - Rp. 400.000
I | | TPP l
INDIKATOR MAKSIMAL | CAPAIAN
No. DEDIPLIN BOBOT | TARGET | CAPAIAN (TPP - (5/476)
. . DISIPLIN*3) |
1 2 3 4 5 6 7

1 | Apel masuk 15% 16 14| Rp. 60.000 | Rp.52.500
2 | Apei Pulang 15% 20 i8 | Rp. 60.000 | Rp.354.000
3 | Upacara penaikan

benideta bati adiin 10& 3 2| Rp. 40.000 | Rp. 26.667
“+ Upacara hari

kesadaran

nasional/hari 5% 1 1| Rp. 20.000!| Rp.20.000
5 | Jam kerja 30% 150:00 139:30 | Rp. 120.000 | Rp.111.639
6 | Hari kerja 25% | 20 19 | Rp. 100.000 | Rp. 95.000

JUMLAH | _Rp.400.000 | Rp.359.806

C. FORMAT ABSEN MANUAL:

KOP SKPD/UPTD/Unit Kerja
DAFTAR HADIR APEL MASUK / PULANG

’ T T 1
No | NAMA | PANGKAT JAM 5 RAME MASUN — | 1AM _—
/NIP | GOL RUANG | MASUK ms'“' .y PULANG
1 1
z ——
HADIR :............. MASUK ALPA : ... MASUK TUGAS LUAR:......... _MASUK
PUILANG — LT ... PIMANG
MENGETAHUI PENANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD/UPTD/Unit Kerja
" OO b o )
WP, 3 i NP eroresrrsinn,
f BARRU, /L




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BARRU.
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

LAPORAN HARIAN, NILAI INDIKATOR
DAN PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

A. UTMUM
TPP dinilai berdasarkan atas pencapaian disiplin dan pencapaian
kinerja yang dinilai harian kemudian diakumulasi dalam satu masa
Penilaian TPP. Penilaian TPP masing-masing memiliki bobot perhitungan
yaitu:
a. pencapaian disiplin memiliki bobot TPP 40 % (empat puluh persen);
dan
b. pencapaian kinerja memiliki bobot TPP 60 % (enam puluh persen).
Pengukuran pencapaian kinerja melalui laporan harian yang
dilaporkan paling lambat 1 kali 24 jam sejak terlaksananya kegiatan oleh
pegawai yang dinilai kepada atasan langsungnya dan dinilai setiap hari
oleh atasan langsungnya berdasarkan 2 (dua) kriteria yang terbagi sebagai
berikut,
1. Ketepatan waktu dan ada tidaknya laporan harian dengan nilai
maksimal 30, terbagi pada 3 (tiga) indikator penilaian, yaitu :
a, pelaporan tepat waktu, memiliki nilai 30 (tiga puluh persen);
b. pelaporan terlambat memiliki nilai 20 (dua puluh persen); atau
c. tidak ada laporan memiliki nilai O (nol).
2. kesesuaian laporan dengan uraian tugas dengan nilai maksimal 70
(tuju piluh) yang terbagi pada 2 (dua) indikator penilaian, yaitu :
a. melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan memiliki
nilai 70 (tuju puluh);
b. Tidak melaksanakan tugas pokok dan/atau tugas tambahan tidak
memiliki nilai atau 0 (nol).



B. PELAPORAN HARIAN
Pengelolaan TPP berdasarkan pencapaian kinerja, maka setiap
office), vang ditugaskan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah fwok
from home} dan tugas dinas luar diwajibkan menyusun/menginput
laporan hanan kegiatan yang sebenar-benarmya sesuai dengan format
vang ada di aplikasi e-kinerja.
a. Menginput Laporan Harian di aplikasi e-kinerja :

alamat web hixps:/fe-
- kinerja.bkpsdmbarru.com
. p : :
W ' ' 1 Input NIP tanga spasi
: 2. Masulkdcan password
Elewtronik Kinesja g 3. Khk “Masuk®
FPemenntah Kal Barru s mw
@ LTI = LEE ¥ o § _.l.,‘..‘.\'.::l.__-_ .

TPF Sabiry e egee it |70 bas o

@ == NEECHFTRRCY TSR WA p——
Puabungan Pagh s [abis!

Q) EENEECTUT

v Iin

5. Kk meny “Atur Atasan™
6. Input NIP atasan

7. Kiik “Simpan”
8. Kiik ikon pilihan menu




€ Ifput Lsporan Harlan p ]

9. Kk menu “Input
Laporan Harian"

10. Klik “Tambah Data®

1L nput tanggal Laporan
yang mau dilaporkan

i1 Klik tanda panah gi

status dan piih saty
diantara 2 plihan :

a.Pilih “Hari Kerja™

di luar har kerja.
13. Kilk “Simpan™

————
14. Periksa kegiatan
yang mau
15. Kk 1anda
oo panah (warna

ls.mhim;ﬁmhﬁ
yang mau di laporkan
17. Kk *Tambah*
18, input nonor urut
) wgiatan
19. Input uraian
tugas/kegiatan

20. input jam kegiata
[mulal jam -!d!:ﬂ
jam

21. Input output
22Kk “Simpan™

i T
"

Diafiss Dl Lepermn badlan ped S

P Lhradmen T sgjn A

17-04

Dhatyeat

o

L

g

Al

23.Setelah laporan harian selesai (semua
pekerjaan flegiatan dalam satu hari sudah
diinput] klik “Kirim Laporan Keatasan®




b. Menilai Laporan Hanan Pegawai yang di Nilai pada aplikas: e-kinerja

Elekironik Kinerjo
Pemerintnh Kab Barru

e e F -

@ PEFE AT e

G BT

Re 1,240 000 Bugdah
TP dintas menupasen TEP b soms
§ vy St illbge = By ir= lgr=ni &

Pabrgat Pajull dave Sadan)

¥ Iin

Buka aplikasi e-kinesja
dengan
alamat web https://e-

kinerja bkpsdmbarru.com
di browser, setelah terbuka ;

1.
2.
3
4

input NiP tanpa spasi
Masukkan password
Klik "Masuk"™

Klik opsi




[T FPE———

I it oy o -

[P

11, Pevhatikan

 Salielts O el dan 1 havi
Gangave topn wekns
. Salisihs 2 harl otow lebih dan
107 Ghoogo Wi
12 Landa panah pda vt




C. PENGHITUNGAN EETERPENUHAN PENCAPAIAN KINERJA

Teknis Perhitungan keterpenuhan pencapaian kinerja, yaitu:

|. Keterpenuhan pencapaian kinerja diilah oleh sistem aphkas: e-kinerja
berdasarkan tanggal dan nilai laporan haran yang telah diverifikasi
oleh atasan langsung atau pegawai yang ditunjuk;

2. Pengisian kewajiban laporan harian dilakukan sesuai dengan hari
kena pada bulan berjalan.

3. Pengisian nilai ketepatan waktu dilakukan setiap hari berdasarkan
nilai pada laporan harian yang telah diverifikasi oleh atasan langsung;

4. Nilan TPP hanan ditentukan oleh sestem berdasarkan hasil bag antara
TPP maksimal pencapaian kinerja dibagi jumiah harn kerja pada bulan
berjalan.
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Keterangan:

1. Hari senin tanggal 4 Januari contoh laporan harian tepat waktu dan
mengerjakan tugas pokok/tambahan

2. Hari selasa tanggal 5 Januari contoh tidak masuk kantor.

3. Hari rabu tanggal 6 Januari contoh laporan harian tidak tepat waktu dan
mengerjakan tugas pokok/tambahan

4, Hari kamis tanggal 7 Januari contoh tidak ada laporan harian dan
mengerjakan tugas poko/tambahan.

5. Hari Jum’at tanggal 8 januari contoch tidak mengerjakan tugas
pokok/tambahan

Contoh Rekapitulasi Capaian TPP Indikator Disiplin dan Kinerja :

BULAN : JANUARI 2021

NAMA : AAA

NIP : 197 1XO00COOOCX XXX

JABATAN : Analis Kinerja

KELAS JABATAN 17

TPP MAKSIMAL : 1.000.000

NO. UARAIAN BOBOT TPP MAKISMAL | CAPAIAN NILAI TPP
Disiplin 40% Rp. 400.000 Rp. 359.806
Kinerja 60% Rp. 600.000 Rp. 531.000

JUMLAH 100% Rp. 1.000.000 Rp. 890.806

CAPAIAN NILAI TPP BULAN JANUARI Rp. 890.806

/n TI BARRU, /i

1 SUARDI SALEH




